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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mendirikan partai lokal dengan  

nama Partai Papua Bersatu. Pemohon mengalami kerugian konstitusional  
sebagaimana tertera dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 
yang disebabkan oleh frasa “partai politik” dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 

21/2002  dengan alasan bahwa frasa “partai politik” dalam Pasal a quo bersifat 
multitafsir, sehingga telah menghalangi dan melanggar hak konstitusional Pemohon 

untuk mendirikan partai politik lokal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta 
ikut serta dalam pesta demokrasi lokal di Indonesia 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh 

Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 21/2001 terhadap UUD 
1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 

24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU 
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para 

Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 21/2002 yang dimohonkan 
pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang 

mendirikan partai politik telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya 
yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan 
pengujian, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif dan hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 
Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan 

Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan  berlakunya norma undang-
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undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabu lkan, 
kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan 

hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa “partai politik” dalam Pasal 28 ayat 

(1) dan ayat (2) UU 21/2001 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah 
berpendapat sebagai berikut: 

1. Bahwa otonomi khusus Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Barat) 

diberikan berdasarkan UU 21/2001. Pemberian status otonomi khusus bagi 
Papua merupakan pelaksanaan amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 
1999-2004 [vide Bab IV huruf G angka 2], Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan amanat pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) 
UUD 1945. Dengan demikian pemberian otonomi khusus bagi Papua merupakan  

bagian dari pengakuan negara terhadap bentuk kekhususan suatu daerah dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam 
Penjelasan Umum UU 21/2001; 

2. Bahwa dalam penentuan jenis dan ruang lingkup kekhususan didasarkan pada 
latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan 

kekhususan kepada suatu daerah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan 
nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan [vide Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VII/2010 bertanggal 2 Maret 2011]. Dalam 

konteks Papua yakni antara lain dengan mengingat bahwa dalam rangka 
mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan 
kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Konsiderans 

“Menimbang” huruf h UU 21/2001];   

3. Bahwa berdasarkan kekhususan yang ditentukan melalui UU 21/2001 tidak 

terdapat materi muatan yang mengatur mengenai pembentukan partai politik lokal 
di Papua sebagaimana di Provinsi Aceh sebagai salah satu kekhususan yang 
diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006); 

4. Bahwa meskipun Papua dan Aceh diberikan kekhususan namun jenis dan  ruang 

lingkup kekhususan tidak harus selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan 
pada latar belakang dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah yang diberi  
status otonomi khusus oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian Pasal 

a quo tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena memperlakukan secara 
berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Selain itu, kekhususan dalam hal 

rekrutmen politik oleh partai politik nasional di Papua yang memrioritaskan 
masyarakat asli Papua dan mewajibkan meminta pertimbangan kepada Majelis 
Rakyat Papua sesuai dengan semangat otonomi khusus Papua yang 

menekankan peran penting bagi orang-orang asli Papua dan menempatkan 
orang asli Papua sebagai subjek utama, sebagaimana disebutkan dalam 

Penjelasan Umum UU 21/2001 dan lebih memberikan jaminan pengembangan 
sumber daya manusia di bidang politik bagi orang asli Papua pada khususnya 
dan penduduk Papua pada umumnya. Lagi pula, melalui partai politik nasional 

keterlibatan orang asli Papua di tingkat politik nasional lebih terjamin karena 
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kaderisasi tidak terbatas di tingkat lokal dan karir politik memungkinkan sampai di 
tingkat nasional, sehingga aspirasi atau kepentingan terkait dengan Papua lebih  

mudah tersalurkan. Berdasarkan hal tersebut keberadaan Pasal a quo sama 
sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk berkumpul, berserikat, dan 

mengeluarkan pendapat, akan tetapi justru memberikan kekhususan kepada 
orang asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya untuk 
menyuarakan kepentingan dan aspirasi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat 

nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui partai politik 
nasional; 

5. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) terdapat pergeseran 
substantif pola perumusan norma dari “Penduduk Provinsi Papua berhak 

membentuk partai politik” menjadi “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk 
partai politik”. Secara normatif, perubahan kata “berhak” menjadi kata “dapat” 

mengakibatkan pola perumusan norma dimaksud bergeser dari sesuatu yang 
dekat dengan sifat imperatif menjadi bersifat fakultatif. Perubahan pola 
perumusan norma tersebut tetap mempertahankan konstruksi norma Pasal 28 

ayat (2) yang menyatakan “tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan 
dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam 

batas penalaran yang wajar, frasa “sesuai dengan peraturan perundang-
undangan” sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28 ayat (2) a quo tidaklah 
menggambarkan dan menunjukkan karakter sebagai sebuah partai politik lokal. 

Dengan demikian, pengaturan partai politik di Provinsi Papua sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 28 UU 21/2001 bukanlah dimaksudkan sebagai partai 

politik lokal. Sebab, pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara 
tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal. Bahkan, 
bilamana hendak dibandingkan dengan UU 11/2006, keberadaan partai politik 

lokal disebut secara eksplisit dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 11/2006. 
Tidak hanya penyebutan tersebut, UU 11/2006 pun menguraikan secara 

terperinci ihwal partai politik lokal dalam satu bab khusus, yaitu Bab XI Pasal 75 
sampai dengan Pasal 95 UU 11/2006. Artinya, jikalau pembentuk undang-undang 
bermaksud frasa “partai politik” dalam UU 21/2001 sebagai partai politik lokal, 

maka pengaturannya akan dilakukan secara terperinci berkenaan dengan segala 
sesuatu yang terkait dengan partai politik lokal; 

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti yang 
meyakinkan bahwa frasa “partai politik” dalam Pasal 28 UU 21/2001 adalah partai 
politik lokal. Namun, dalam posisi sebagai salah satu daerah yang diberi status 

otonomi khusus, dalam hal apabila terdapat kesempatan untuk melakukan 
perubahan terhadap undang-undang partai politik pada masa mendatang, 

pembentuk undang-undang dapat saja memberikan pengaturan khusus 
pengelolaan partai politik di Papua yang memungkinkan warga negara yang 
merupakan penduduk Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat 

mengelola partai politik nasional yang berada di Papua. Bahkan, sebagai bagian 
dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud dapat menjadi 

model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah. 
Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan lebih luas untuk terlibat 
mengelola partai politik akan memberikan ruang lebih luas kepada warga negara 

penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang merupakan hasil 
kontestasi politik yang melibatkan partai politik. Namun demikian, jika 
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pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan  
Papua, pembentuk undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU 

21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan 
kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut 
Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan 

demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 

 


